
BUPATI LAMPUNG TIMUR 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 3.2. TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal terjadi 
perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat 
nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang 
tidak perlu merubah RPJMD. 

b. bahwa perubahan RKPD dimaksud menjadi landasan 
penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS 
untuk menyusun Rancangan APBD Perubahan 
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018; 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di 
atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati 
Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2018. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur 
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3825); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5579); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5887); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Pencabutan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penetapan lzin Gangguan di Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2018; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam. Negeri Nomor 134 Tahun 2017; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 
2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 
Tahun 2014 Nomor 06); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 
10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 
15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15); 
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Menetapkan 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampu ng Timur Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 20 16 Nomor 18); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 
12 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2017 Nomor 12). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 
LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018. 

Pasal I 
Merubah Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timu r Nomor 16 
Tahun 2017 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Lampung Timur. 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal JLf -A6(£ivS 2018 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

CHUSNUNIA 
Diundangkan di Sukadana 
pada al . .Uf- A£tirtv.r 2018 

RAH 
GTIMUR, 

RUDIN PUTERA 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 20 18 NOMOR 9i{ 
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